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Target Hasil 
Anggaran 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI 

Jalan Puputan - Niti Mandala Renon- Denpasar, Telepon (0361) 223963,223964 
Laman. https //disnakeresdm.baliprov.go id/, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id 

1. Dasar Hukum 

SUMBER DAYA MINERAL 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral 
Provinsi Bali 

Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Program Hubungan Industrial 

2. Gambaran Umum 

Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan 
yangBerakibat/Berdampak pada Kepentingan di l (satu) Daerah 
Provinsi 
Pencegahan dan Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan 
Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada 
kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi 
Penyelesaian PHI, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan 
yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) 
Daerah Provinsi 
Jumlah Perkara Perselisiha yang terselesaikan 
30 Perkara 

Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 
100% 

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN 

Rp. 45.444,000 

a UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh b. UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja. 
c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. 

Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan, diperlukan peran aktif Pemerintah dan keterlibatan pekerja dan pengusaha dalam menentukan kebijakan hubungan industrial dalam perusahaan, dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari 
hal yang 

pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Dalam situasi pasca pandemi terjadi perubahaan yang berdapak pada perusahaan dan pekerja yang tergabung dalam kelembagaan/organisasi, sehingga perlu adanya pendataan kembali dengan menyelenggaraka kegiatan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi maupun konfederasi untuk mempermudah adanva 
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Perangkat Daerah 

Bidang 
Sub. Bidang 
Program 
Capaian Dalam RPJMD 
Kegiatan 

Sub Kegiatan 
Keluaran/Output Kegiatan 
Target Keluaran 
Hasil/Outcome Kegiatan 
Target Hasil/Outcome 

Kegiatan 

A. Latar Belakang 

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

JALAN PUPUTAN - NITI MANDALA RENON- DENPASAR. TELEPON: 223963. 223984 

KERANGKA ACæAN KEGIATAN (KAK) TOR 

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral 
Provinsi Bali 

2. Gambaran Umum 

Bina Huburngan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja 

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan 
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral 
(UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah 
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 
Jumlah Keputusan Gubernur tentang UMP 
1 (satu) Keputusan Gubernur 

1. Dasar hukum tugas fungsi/kebijakan. 

Terlaksananya Penerapan Upah Minimum di Perusahaan 
100% 

Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang 
Peraturam Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata 
Kerja Dewan Pengupahan 

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan antara lain ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, sehingga mampu mendorong pengembangan dunia usaha. Salah satu 

upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dilaksanakan melalui penerapan 
peningkatan pengupahan. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengaturan sistem pengupahan adalah melalui 

penerapan penetapan Upah Minimum dalam hal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 

tentang Upah Minimum Provinsi yang dilakukan melalui proses pembahasan dan 
peningkatan terhadap data dan indikator yang terkait dengan penentuan nilai Upah Minimum 

sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan 

melalui sidang/rapat Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian dilanjutkan dengan 



B. Penerima Manfaat 

a. Bagi Pemerintah & masyarakat 
b. Bagi Tenaga Kerja 
c. Bagi Perusahaan 

C. Strategi Pencapaian Sasaran 
1. Metode Pelaksanaan 

Metode yang dilakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan ini adalah melalui rapat 
rapat maupun sidang-sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali. 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 
Rencana kegiatan 
Kondisi Ekonomi dan Data Ketenagakerjaan yang bersumber dari Lembaga yang 
berwenang �i bidang Statistik yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI 
Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan 
Pelaksanaan Rapat dan atau Sidang Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan dengan 
rincian sbb. 
No Materi Pembahasan Rapat 

1. 

2. 

3. 

4. 

7. 

8. 

9. 

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi 
Bali membahas evaluasi penerapan 
Upah Minimum di Perusahaan di 
Bulan Januari 

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi 
Bali membahas evaluasi penerapan 

Upah Minimum di Perusahaan di 
Bulan Maret 

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi 
Bali membahas evaluasi penerapan Pengupahan 
Upah Minimum di Perusahaan di 
Bulan Mei 

Stakeholder 

Bulan September 

Dewan 
Pengupahan 
Provinsi Bali 

Dewan 
Pengupahan 
Provinsi Bali 

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Dewan 
Bali membahas evaluasi penerapan Pengupahan 
Upah Minimum di Perusahaan di Provinsi Bali 
Bulan Juli 

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi 

Dewan 

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Dewan 

persiapan penetapan UMP bulan 
Nopember 

Bali membahas evaluasi penerapan Pengupahan 
Upah Minimum di Perusahaan di Provinsi Bali 

Provinsi Bali 

Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Dewan 
Bali membahas evaluasi penerapan| Pengupahan 
Upah Minimum di Perusahaan di Provinsi Bali 
Bulan Oktober 

setelah 

Dewan 
Pengupahan 
Provinsi Bali 

Rapat Sidang Dewan Pengupahan Dewan 
Provinsi Bali untuk rekomendasi Pengupahan 

UMP Provinsi Bali 

Rapat dengan Dinas yang| Dinas 

Membidangi 
Kab/Kota 

Kebutuhan Makmin 
Rapat 
Snack 50 

Nasi Kotak 50 

Snack 50 
Nasi Kotak 50 

Snack 50 
Nasi Kotak 50 

Snack 50 

Nasi Kotak 50 

Snack 50 

Nasi Kotak 50 

Snack 50 
Nasi Kotak 50 

Snack 50 
Nasi Kotak 50 

Snack 50 

Nasi Kotak 50 

Snack 50 

Ketenagakerjaan| Ketenagakerjaan Nasi Kotak 50 
ada Kab/Kota 



Pengajuan Rekomedasi dan konsep Keputusan Gubernur 
Penetapan Keputusan Gubernur 

3. Penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan 
Penanggung jawab 

Pelaksanaan kegiatan :Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

D. Waktu Pencapaian Sasaran 

Kegiatan tersebut dilaksanakan antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025. 

: Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber 
Daya Mineral Provinsi Bali 

E. Biaya yang dibutuhkan untuk mencapai kegiatan secara keseluruhan sebesar Rp. 150.750.000 

(Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dengan rincian sbb. : 
- Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

Belanja Jasa Honorariun Dewan Pengupahan Prov Bali 
(bagi Anggota DPP Bali di luar lingkup pemprov) 

Mengetahui/menyetujui 
An. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi 

Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial 
dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Meirita, S.IP., M.Si 
Petbina Tk. I 
NIP. 19710510 199101 2 004 

Rp. 

Disiapkan oleh 

Rp. 22.500.000 

Rp. 127.200.000 

Rp. 

Denpasar, 6 Februari 2024 

1.050.000 

150.750,000 

Kepala Seksi Hubungan Industrial 
dan Kesejahteraan Pekerja 

Lub-Sri Xstuti, S. Kom., M.Par 
Pembina 
NIP. 19770809 200604 2011 
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

TAHUN 2025 

 

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali 

NAMA BIDANG/BAGIAN DAN           : Penempatan Tenaga Kerja 

SUB BAGIAN/ SUB UNIT                 : Perluasan Kesempatan Kerja 

MISI : 8 (delapan) 

TUJUAN : Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang      

mendapat pelatihan 

SASARAN : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan 

melalui Perluasan Kesempatan Kerja 

URUSAN : Penempatan Tenaga Kerja 

BIDANG URUSAN : Penempatan Tenaga Kerja 

NAMA PROGRAM  : Penempatan Tenaga Kerja 

Target Outcome Program : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan 

melalui Program Penempatan Tenaga Kerja 

NAMA KEGIATAN  : Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota 

Keluaran Kegiatan (Output) : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan 

melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 

Target Output Kegiatan : Terlaksananya perluasan kesempatan kerja 

Hasil Kegiatan : Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi Bekerja 

Berwirausaha 

Target Hasil Kegiatan : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan 

melalui Program Penempatan Tenaga Kerja                   

NAMA SUB KEGIATAN : Perluasan Kesempatan Kerja 

Keluaran Sub. Kegiatan (output) : Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan 

melalui   Program Penempatan Tenaga Kerja               

Target Output Sub Kegiatan : Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi Bekerja 

Berwirausaha 

LOKASI : Kabupaten Bangli 

 

 

 

 

 



 

1. Latar Belakang 

a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/ Kebijakan 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Provinsi Bali Tahun 2005-2025; 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daaerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013, Tentang 

Perluasan Kesempatan Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 75). 

 

b. Gambaran Umum 

Pembangunan dalam berbagai bidang membutuhkan tenaga kerja yang 

mempunyai kualifikasi dan kemampuan tertentu. Berbagai jenis lapangan kerja 

tersedia tetapi jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan jumlah 

lapangan kerja yang tersedia. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh 

melalui penambahan industri. Perluasan kesempatan kerja upaya yang dilakukan 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan atau mengembangkan 

lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah terus berupaya memperluas lapangan 

kerja di Daerah, khususnya pedesaan. Pembukaan lapangan kerja baru penting 

untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

serta menggerakan perekonomian masyarakat. Program Penempatan Tenaga 

kerja dengan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat pedesaan melalui kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

dengan membentuk satu kawasan yang berciri khas Bali. 

Pada Tahun Anggaran 2025 kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota akan dibentuk 1 (satu) kawasan yang memiliki potensi 

untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal, yaitu di 

Kabupaten Bangli. 

 

 



 

2. Kelompok Sasaran Kegiatan/ Penerima Manfaat 

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, 

memberikan manfaat bagi masyarakat desa yang menjadi peserta pelatihan. 

Dengan mengikuti pelatihan, akan memiliki keterampilan yang dapat 

dipergunakan untuk membuka usaha mandiri, dan pada akhirnya akan 

meningkatkan penghasilan keluarga dan keluarga menjadi lebih sejahtera. 

 

3. Strategi Pencapaian Sasaran 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota, Kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi Desa yang 

menjadi lokasi pelatihan dan melaksanakan proses pelatihan pada Desa 

tersebut.  

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

1) Melakukan identifikasi ke Kabupaten/Desa yang akan dijadikan lokasi 

pelatihan; 

2) Melaksanakan penjajagan ke Kabupaten/Desa yang akan dijadikan lokasi 

pelatihan; 

3) Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kepala Desa; 

4) Waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 1 (satu) tahun/ 12 (dua belas) 

bulan.  

5) Melaksanakan monitoring pasca pelatihan. 

 

4. Waktu Pencapaian Keluaran 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 

 

5. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pelayanan 

Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, bersumber dari dana APBD Provinsi 

Bali sebesar Rp. 66.663.300,- (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh 

Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut  : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Belanja OPERASI Rp.     66.663.300 

Belanja Barang dan Jasa Rp.     66.662.900 

Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 32.000.000 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.585.800 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 862.000 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.130.000 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 235.500 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 320.000 

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp. 7.650.000 

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp. 9.600.000 

Belanja Perjalanan Dinas Rp. 13.600.000 

 

 

Mengetahui/Menyetujui, 

Plt. Kepala Bidang Perluasan 

Kesempatan Kerja dan Transmigrasi 

                   
NI LUH GEDE WIDYAWATI, SE., MAP 

Pembina (IV/a) 
NIP. 19691212199403 2 014 
 

Disiapkan oleh, 

Kasi Perluasan Kesempatan Kerja 

 

      
DRA. NI WAYAN YONIATI 

Penata Tk.I 
NIP.19671127199403 2 008 
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

TAHUN 2025 

 

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  ENERGI 

SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : UPTD BLKIP 

NAMA PROGRAM : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

   *Indikator Program (outcome) : Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat 

dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi 

   *Target Outcome Program : 75% 

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 

PELATIHAN 

   *Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan 

dalam Pelatihan Kerja 

   *Target Output Kegiatan : 1 unit 

Hasil Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pelatihan Kerja 

Target Hasil Kegiatan : 100% 

 

1. Latar belakang 
 

a. Dasar Hukum  

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang  Provinsi Bali 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4279); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

463); 

 Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1792); 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Tahun 2021    Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali     Nomor 1); 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan 

kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan 

tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 

Nomor 2); 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

 

 

 



 

b. Gambaran Umum 

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar  

kegiatan – kegiatan pelatihan kususnya kejuruan paiwisata dalam rangka 

pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi maupun pelatihan berbasis 

masyarakat yang diselenggarakan oleh UPTD. Balai Latihan Kerja 

Industri dan Pariwisata.  

 

2. Penerima Manfaat 

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : 

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan 

administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwsata. Dinas 

Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk 

menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP. 

 

3. Strategi Pencapaian 

a. Metode Pelaksanaan 

 Metode Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini 

adalah dilaksanakan secara Swakelola. 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 Tahapan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini 

dalam pelaksanaannya pemeliharaan dilaksanakan  pemeliharaan 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan. 

 Waktu Pelaksanaan  

Waktu Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 

adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan. 

 

4. Waktu Pencapaian Keluaran 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 

 

5. Biaya Yang Diperlukan  
 

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja 

Berdasarkan Klaster Kompetensi Pada Tahun 2025 adalah sebesar  



Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai 

berikut: 

 

      Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja  : Rp. 100.000.000 

 

 

Mengetahui, 
Kepala UPTD BLKIP 

 
 
 
 

Ni Putu Juliawati,S.Sos.,M.Si 
NIP. 19660705 199003 2006 

Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran 
UPTD BLK-IP 

 
 
 
 

Ketut Alit Putri Herlina Saraswati,S.STP.MAP 
NIP.19860301 200412 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
KERANGKA ACUAN KEGIATAN ( KAK ) 

TAHUN 2025 
 

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  ENERGI SUMBER 

DAYA MINERAL PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata 

NAMA PROGRAM : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

   *Indikator Program 

(outcome) 

: Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan 

mengisi pasar kerja sesuai kompetensi 

   *Target Outcome Program : 75% 

NAMA KEGIATAN : PELAKSANAAN LATIHAN KERJA KERJA 

BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 

   *Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan 

Berbasis kompetensi Pada Tahun n 

   *Target Output Kegiatan : 96 Orang (6 paket) 

Hasil Kegiatan : Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster 

Kompetensi 

Target Hasil Kegiatan : 96 Orang calon tenaga kerja memiliki keterampilan 

tersertifikasi 

 

 
1. Latar belakang 
 

a. Dasar Hukum  

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang  Provinsi Bali; 



 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  4279); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463); 

 Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792); 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021    Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali     Nomor 1); 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada 

Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang 

Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2); 



 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

 
 
 

b. Gambaran Umum 

Pada dekade terakhir ini dampak globalisasi dan teknologi sudah semakin 

nyata dirasakan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dampak yang 

dimaksud adalah semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk serta 

meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah 

pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, sehingga perlu untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari angkatan kerja, sehingga para 

pencari kerja/calon tenga kerja bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan tehnologi 

yang semakin pesat. Oleh sebab itu perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sesuai 

dengan bidang kejuruan masing-masing 

Salah satu tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya 

Mineral Provinsi Bali melalui UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata 

melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui 

pelatihan diberbagai bidang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan 

keterampilan Calon Tenaga Kerja akan mampu bersaing merebut kesempatan 

kerja yang ada di pasar kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

produktifitas dan meningkatkan kualitas taraf hidupnya melalui Sertifikasi 

Kompetensi. 

 

2. Penerima Manfaat 
 

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini menyasar kepada 

para lulusan SMA/SMK se-Bali / Para Calon Pencari Kerja yang ingin meningkatkan 

Kompetensi di Bidang yang diminati.  

 



 

3. Strategi Pencapaian 
 

a. Metode Pelaksanaan 
Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Metode mencari peserta pelatihan yang 

akan dilatih agar bisa menjadi calon tenaga kerja yang siap berkompetensi di dunia kerja 

 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan ini: 
 
- Pendaftaran 

- Seleksi 

     - Test 

- Pengumuman Hasil Test 

- Pelatihan 

 Waktu Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan selama 1 

(satu) tahun/12 bulan 

4. Waktu Pencapaian Keluaran 
 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. 

5. Biaya Yang Diperlukan 
 

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Kerja Berdasarkan 

Klaster Kompetensi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta 

rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut : 

 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 

: 

 

 

Rp. 950.000.000 

 

 

 

 
 
 
 

 
Mengetahui, 

Kepala UPTD BLK-IP Bali 
 
 

 
 

Ni Putu Juliawati,S.Sos.,M.Si 
NIP. 19660705 199003 2 006 

 

 

 

 
Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran UPTD  

BLK-IP Bali 
 

 
 
 

Ketut Alit Putri Herlina Saraswati,S.STP.MAP 
NIP.19860301 200412 2 001 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
KERANGKA ACUAN KEGIATAN ( KAK ) 

TAHUN 2025 
 

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  ENERGI SUMBER 

DAYA MINERAL PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata 

NAMA PROGRAM : Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

   *Indikator Program 

(outcome) 

: Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan 

mengisi pasar kerja sesuai kompetensi 

   *Target Outcome Program : 75% 

NAMA KEGIATAN : PELAKSANAAN LATIHAN KERJA KERJA 

BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 

   *Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan 

Berbasis kompetensi Pada Tahun n 

   *Target Output Kegiatan : 96 Orang (6 paket) 

Hasil Kegiatan : Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster 

Kompetensi 

Target Hasil Kegiatan : 96 Orang calon tenaga kerja memiliki keterampilan 

tersertifikasi 

 

 
1. Latar belakang 
 

a. Dasar Hukum  

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang  Provinsi Bali; 



 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  4279); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463); 

 Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792); 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021    Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Bali     Nomor 1); 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada 

Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang 

Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2); 



 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

 
 
 

b. Gambaran Umum 

Pada dekade terakhir ini dampak globalisasi dan teknologi sudah semakin 

nyata dirasakan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Dampak yang 

dimaksud adalah semakin meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk serta 

meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah 

pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah, sehingga perlu untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari angkatan kerja, sehingga para 

pencari kerja/calon tenga kerja bisa mengimbangi ilmu pengetahuan dan tehnologi 

yang semakin pesat. Oleh sebab itu perlu adanya Pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sesuai 

dengan bidang kejuruan masing-masing 

Salah satu tugas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya 

Mineral Provinsi Bali melalui UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata 

melaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui 

pelatihan diberbagai bidang. Dengan meningkatnya pengetahuan dan 

keterampilan Calon Tenaga Kerja akan mampu bersaing merebut kesempatan 

kerja yang ada di pasar kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan 

produktifitas dan meningkatkan kualitas taraf hidupnya melalui Sertifikasi 

Kompetensi. 

 

2. Penerima Manfaat 
 

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi ini menyasar kepada 

para lulusan SMA/SMK se-Bali / Para Calon Pencari Kerja yang ingin meningkatkan 

Kompetensi di Bidang yang diminati.  

 



 

3. Strategi Pencapaian 
 

a. Metode Pelaksanaan 
Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah; Metode mencari peserta pelatihan yang 

akan dilatih agar bisa menjadi calon tenaga kerja yang siap berkompetensi di dunia kerja 

 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan ini: 
 
- Pendaftaran 

- Seleksi 

     - Test 

- Pengumuman Hasil Test 

- Pelatihan 

 Waktu Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dilaksanakan selama 1 

(satu) tahun/12 bulan 

4. Waktu Pencapaian Keluaran 
 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. 

5. Biaya Yang Diperlukan 
 

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Kerja Berdasarkan 

Klaster Kompetensi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus juta 

rupiah) dengan rincian kebutuhan sebagai berikut : 

 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 

: 

 

 

Rp. 950.000.000 

 

 

 

 
 
 
 

 
Mengetahui, 

Kepala UPTD BLK-IP Bali 
 
 

 
 

Ni Putu Juliawati,S.Sos.,M.Si 
NIP. 19660705 199003 2 006 

 

 

 

 
Kasi Penyelenggara Pelatihan dan Pemasaran UPTD  

BLK-IP Bali 
 

 
 
 

Ketut Alit Putri Herlina Saraswati,S.STP.MAP 
NIP.19860301 200412 2 001 

 

 

 

 



 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

TAHUN 2025 

 

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : UPTD BLKIP 

NAMA PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

   *Indikator Program (outcome) : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 

   *Target Outcome Program : 86,82 

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 

DAERAH 

   *Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah paket Administrasi Umum 

Perangkat Daerah yang disediakan 

   *Target Output Kegiatan : 16 paket, 6 laporan 

Hasil Kegiatan : Tersedianya Komponen Administrasi 

Umum Perangkat Daerah 

Target Hasil Kegiatan : 16 paket, 6 laporan 

 

1. LATAR BELAKANG 
 
a. Dasar Hukum  

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4279); 



 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

463); 

 Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1792); 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021    Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Bali     Nomor 1); 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan 

kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan 

tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 

Nomor 2). 

 



b. Gambaran Umum 

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – 

kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang 

ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali 

dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan 

sasaran program.  

 

2. PENERIMA MANFAAT 

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : 

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan 

administrasi pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas 

Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk 

menunjang sarana dan prasarana UPTD BLKIP. 

 

3. STRATEGI PENCAPAIAN 

a. Metode Pelaksanaan 

 Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan secara 

Swakelola. 

 
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini : 

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan 

tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan 

menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan 

dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya 

sampai dengan bulan Desember 2025. 

 Waktu Pelaksanaan  

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan. 

 

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 

    Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) 

tahun Anggaran. 



5. BIAYA YANG DIPERLUKAN  

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 53.931.300,- (Lima Puluh Tiga 

Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan 

rincian kebutuhan sebagai berikut: 

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

 

  

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

Rp.    3.549.000 

 

Rp     8.390.300 

Rp.  13.000.000 

Rp.    3.500.000 

Rp.    1.200.000 

Rp.  24.292.000 

 

 

 

Mengetahui, 
Kepala UPTD BLKIP 

 
 
 
 

Ni Putu Juliawati,S.Sos.,M.Si 
NIP. 19660705 199003 2006 

 

 
Kasubag Tata Usaha  

UPTD BLKIP 
 
 
 

Gusti Ayu Ary Winantari,S.STP.,MAP 
NIP. 19890908 201010 2 001 



 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

TAHUN 2025 

 

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : UPTD BLKIP 

NAMA PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

   *Indikator Program (outcome) : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 

   *Target Outcome Program : 86,82 

NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK 

DAERAH PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH 

   *Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah sarana dan prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

dipelihara/direhabilitasi 

   *Target Output Kegiatan : 43 unit 

Hasil Kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi 

sarana dan prasarana Gedung Kantor dan 

bangunan lainnya  

Target Hasil Kegiatan : 43 unit 

 



 

1. LATAR BELAKANG 
 

a. Dasar Hukum  

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4279); 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463); 

 Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792); 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Bali     Nomor 1); 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan 

kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan 



tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 

Nomor 2). 

 

b. Gambaran Umum 

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – kegiatan 

rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang ketenagakerjaan dan 

energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan secara menyeluruh 

dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program.  

 

2. PENERIMA MANFAAT 

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : 

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi 

pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan 

dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan 

prasarana UPTD BLKIP. 

 

3. STRATEGI PENCAPAIAN 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah;  dilaksanakan secara Swakelola. 

 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini : 

Dalam pelaksanaannya pemeliharaan dilaksanakan tiga (3) triwulan 

selama satu (1) tahun/12 bulan. 

 Waktu Pelaksanaan  

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan. 

 

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 



 

5. BIAYA YANG DIPERLUKAN  

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar  

Rp. 413.463.132,- (Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga 

Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai   

berikut : 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

: 

 

 

: 

 

: 

Rp.  84.250.000 

 

 

Rp.   45.000.000 

 

Rp. 284.213.132 

  
 

Mengetahui, 
Kepala UPTD BLKIP 

 
 

 
 

Ni Putu Juliawati,S.Sos.,M.Si 
NIP. 19660705 199003 2006 

 
Kasubag Tata Usaha 

 UPTD BLKIP 
 
 
 

Gusti Ayu Ary Winantari,S.STP.,MAP 
NIP. 19890908 201010 2 001 

 



 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

TAHUN 2025 

 

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : UPTD BLKIP 

NAMA PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

   *Indikator Program (outcome) : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 

   *Target Outcome Program : 86,82 

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH 

   *Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

   *Target Output Kegiatan : 9 unit 

Hasil Kegiatan : Tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya  

Target Hasil Kegiatan : 9 Unit 

 



 

1. Latar belakang 
 

a. Dasar Hukum  

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4279); 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

463); 

 Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi Nomor 8 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1792); 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2021    Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Bali Nomor 1); 



 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan 

kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan 

tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 

Nomor 2). 

 

b. Gambaran Umum 

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – 

kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang 

ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan 

secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program. 

  

2. PENERIMA MANFAAT 

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : 

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi 

pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan 

dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan 

prasarana UPTD BLKIP. 

 
3. STRATEGI PENCAPAIAN 

a. Metode Pelaksanaan 

 Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah;  dilaksanakan secara Swakelola. 

 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini : 

Dalam pelaksanaannya dengan melaksanakan pengadaan yang baru 

dimana akan menambah barang milik daerah yang diperlukan instansi. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pengadaannya pada triwulan I dan 

penggunaannya diharapkan mampu menunjang kinerja pegawai dan 

organisasi kedepannya.  

 

 Waktu Pelaksanaan  

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan 

 



4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 

 

5. Biaya Yang Diperlukan  

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar  

Rp. 220.793.600,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga 

Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut: 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

     

: 

 

: 

Rp.  192.793.600,- 

 

Rp.    28.000.000,- 

 

 

Mengetahui, 
Kepala UPTD BLKIP 

 
 
 
 

Ni Putu Juliawati,S.Sos.,M.Si          
NIP. 19660705 199003 2006 

 

 
Kasubag Tata Usaha  

UPTD BLKIP 
 
 
 

Gusti Ayu Ary Winantari,S.STP.,MAP 
NIP. 19890908 201010 2 001 



 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

TAHUN 2025  

 

NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 

PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : UPTD BLKIP 

NAMA PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi 

   *Indikator Program (outcome) : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 

   *Target Outcome Program : 86,82 

NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

   *Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah laporan jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah yang disediakan 

   *Target Output Kegiatan : 24 laporan 

Hasil Kegiatan : Tersedianya jasa penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

Target Hasil Kegiatan : 24 laporan 

 
1. Latar belakang 

 
a. Dasar Hukum  

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4279); 



 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6871); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan 

Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463); 

 Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja    dan    Transmigrasi Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792); 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Tahun 2021    Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali     

Nomor 1); 

 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan kepada 

Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang 

Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2). 

 

b. Gambaran Umum 

Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperlancar kegiatan – 

kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang 



ketenagakerjaan dan energi sumber daya mineral Provinsi Bali dilaksanakan 

secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan arah dan sasaran program. 

  

2. PENERIMA MANFAAT 

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah : 

Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam melaksanakan pelayanan administrasi 

pada UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. Dinas Ketenagakerjaan 

dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk menunjang sarana dan 

prasarana UPTD BLKIP. 

 

3. STRATEGI PENCAPAIAN 

a. Metode Pelaksanaan 

 Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah;  dilaksanakan secara Swakelola. 

 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

 Tahapan Pelaksanaan kegiatan ini : 

Dalam pelaksanaannya dengan memanfaatkan barang persediaan 

tahun sebelumnya terlebih dahulu dan pengadaan yang baru akan 

menambah barang persediaan berikutnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan 

pengadaannya pada triwulan I dan penggunaannya sampai dengan bulan 

Desember 2025. Sedangkan untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber 

daya air dan listrik dilaksanakan tiap awal bulan selama 12 bulan. 

 Waktu Pelaksanaan  

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja adalah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun/12 bulan 

 

4. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 

 

5. BIAYA YANG DIPERLUKAN  

Biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 265.338.080,- (Dua 

Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan 

Puluh Rupiah), dengan rincian kebutuhan sebagai berikut: 



 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

: 

 

: 

Rp.   24.000.000 

 

Rp. 241.338.080 

 

Mengetahui, 
Kepala UPTD BLKIP 

 
 
 
 

Ni Putu Juliawati,S.Sos.,M.Si          
NIP. 19660705 199003 2006 

 

 
Kasubag Tata Usaha 

 UPTD BLKIP 
 
 
 

Gusti Ayu Ary Winantari,S.STP.,MAP 
NIP. 19890908 201010 2 001 
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)  

TAHUN 2025 

 
NAMA OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN  ENERGI 

SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK 

KEGEOLOGIAN  

Indikator Program (outcome) : Persentase Pemanfaatan Sumber Daya 

Mineral Sesuai Ketentuan 

Target Outcome Program : 65 Persen  

NAMA KEGIATAN : Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada 

Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi  

Indikator Keluaran Kegiatan 

(Output) 

: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 

Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah 

pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah 

Provinsi 

Target Output Kegiatan : 1 Laporan 

Hasil Kegiatan : Persentase Pemanfaatan Sumber Daya 

Mineral Sesuai Ketentuan  

Target Hasil Kegiatan : 1 Laporan  

 

1. Latar Belakang Kegiatan 

a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 ); 

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



 

 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

undang; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; 

 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

 Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2022 Tentang kedudukan, 

Susunan,Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Peringkat Daerah 

Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

 

b. Gambaran Umum 

Pemanfaatan Air Tanah untuk kebutuhan pokok ataupun untuk usaha (komersial) 

umumnya disebabkan oleh keterbatasan PDAM dalam penyediaannya baik 

secara Kualitas, Kuantitas maupun Konrinyuaitas oleh karena itu Pemanfaattan Air 

Tanah menjadi pilihan masyarkat.  

 Sesuai dengan Pasal  22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air  bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah 

Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air 

Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan oleh karena itu 

dibutuhkan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, yang  selaras dengan Pasal 

1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan 3 (Pilar) yaitu  Konservasi Sumber 

Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan mempedomani  Peraturan Gubernur 

Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi,  Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ii Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

maka pelaksanaan kegiatan terkait untuk :   

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan sub bidang Geologi Lingkungan 

2. Mengkoordinasikan penyusunan basis data sub bidang Air tanah  dan Geologi 

Lingkungan 

3. Mengkoordinasikan  pelaksanaan pengembangan, pemantauan, evaluasi  dan 

pembinaan teknik terhadap Sub Bidang Geologi Lingkungan 



 

4. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan  

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas. 

2. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada 

Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi adalah masyarakat sehingga Degradasi  

Zone Konservasi Air Tanah dapat dicegah.  

a. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah : 

Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada 

Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, melalui: 

 Inventarisasi pengusahaan atau pemanfaatan air tanah dengan 

melaksanakan kewajiban konservasi air tanah sesuai yang tertuang dalam 

Rekomendasi Teknis Air Tanah 

 Melakukan analisa potensi / cadangan pemanfaatan air tanah dan upaya 

konservasi air tanah  

 Analisa dan proyeksi serta penyusunan neraca air tanah 

b. Target/Sasaran Kegiatan 

Target/Sasaran Kegiatan ini adalah Terkendalinya dan Terawasinya 

Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam 

Daerah Provinsi.  

 

3. Strategi Pencapaian sasaran 

a. Metode Pelaksanaan 

Metode untuk pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data-data dan kondisi aktual di lapangan, serta 

berkoordinasi dengan pihak terkait. 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan (1 Januari - 31 Desember 2025), 

dengan tahapan sebagai berikut: 

 Persiapan : Januari 2025 

 Pelaksanaan kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan 

Air Tanah dalam Daerah Provinsi ke 9 Kab/Kota : Pebruari s.d Desember 2025 

 Pembuatan Laporan / Dokumentasi : Desember 2025 
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

TAHUN 2025 

 

NAMA OPD :  DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI 

SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI. 

NAMA BIDANG DAN BAGIAN : Energi dan Sumber Daya Mineral. 

NAMA PROGRAM   : Pengelolaan Mineral dan Batubara. 

*Indikator Progran (Outcome) : Persentase pengusaha sumber daya mineral 

sesuai ketentuan.  

*Target Outcome Program  : 61 persen 

NAMA KEGIATAN   : Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam rangka 

Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah 

Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah 

Laut sampai dengan 12 Mil Laut. 

*Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah pengusahaan sumber daya mineral yang 

melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan 

*Target Output Kegiatan   : 61% 

Hasil Kegiatan   :     Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan 

Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Ranperda tentang 

Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Target Hasil Kegiatan   :     15 dokumen, 1 Ranperda 

 



 

1. Latar Belakang  

a. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha 

berbasis Risiko. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian 

Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

6.  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan 

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan 

Sumber Daya Mineral. 

8. Keputusan Menteri ESDM No. 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman 

Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan 

Logam jenis tertentu, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan. 

9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor: 78.K/Mb.01/Mfm.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi 

Perizinan serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau 

Komisaris atas Izin Usaha Pertambangan yang Diterbitkan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. 

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 

85.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Bali. 

https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/265995/permen-esdm-no-10-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Details/265995/permen-esdm-no-10-tahun-2023


 

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

Nomor: 224.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Formula Perhitungan Harga 

Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah 

Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

12. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 

176.K/MB.01/DJB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, 

dan Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan 

Komoditas Batuan dengan Luasan Paling Luas 50 (Lima Puluh) Hektar dan 

Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan. 

 

2. Gambaran Umum 

 Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi tim 

pelaksana pembinaan dan perizinan pertambangan mineral bukan logam dan 

batuan, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan material/bahan galian 

batuan untuk kebutuhan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Tuntutan akan 

ketersediaan bahan bangunan tersebut mengakibatkan timbulnya usaha-usaha 

penambangan bahan galian batuan di berbagai tempat diseluruh pelosok 

Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem dan Buleleng. Kegiatan 

penambangan/usaha pertambangan batuan yang tidak dikelola dengan baik 

akan membawa dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan seperti rawan 

bencana, kerusakan jalan (fasilitas umum lainnya), masalah sosial, polusi udara 

dan lain-lain.  

 Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali harus ditunjang oleh suplai 

komoditas galian batuan sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Pelaksanaan 

pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di Provinsi Bali harus di 

kelola dan pengembangannya sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, 

sehingga tidak merusak citra pariwisata Bali sebagai leading sektor kita.  

 Tim pelaksana pembinaan dan perizinan pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan pada Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas 

Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, melalui 

kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha 



 

Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk 

Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, menyelenggarakan administrasi 

perijinan melalui evaluasi permohonan perizinan Pertambangan Mineral Bukan 

Logam dan Batuan. 

 Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan agar kegiatan usaha 

pertambangan berjalan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat 

mencukupi kebutuhan material bahan galian untuk wilayah Bali dengan tetap 

berwawasan lingkungan. 

 

3. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat dari Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada 

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut adalah pelaku usaha, 

masyarakat sekitarnya dan pemerintah. 

 

4. Strategi Pencapaian  

a. Metode Pelaksanaan 

Metode untuk pencapaian sasaran dilaksanakan melalui peninjauan langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data-data dan kondisi aktual di lapangan, serta 

berkoordinasi dengan pihak terkait. 

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 bulan (1 Januari - 31 Desember 2025), 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Persiapan : Januari 2025 

b. Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral 

Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri 

pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 

(satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 

ke 9 Kab/Kota : Pebruari s/d Desember 2025 

c. Pembuatan Laporan / Dokumentasi : Desember 2025 

 



 

5. Waktu Pencapaian Keluaran 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran adalah selama 1 (satu) Tahun 

Anggaran. 

6. Biaya Yang Diperlukan 

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha 

Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal 

Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 

1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sebesar 

Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian kebutuhan 

sebagai berikut: 

No. Uraian  Jumlah 

1. Belaja Barang Pakai Habis Rp.10.004.000,- 

2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.39.996.000,- 

3. Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi  Rp. 300.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

       

 
 
PPTK Kegiatan 
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 
rangka Penanaman Modal Dalam Negeri 
pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan 
Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai 
dengan 12 Mil Laut, 

 
Ida Bagus Putu Ari Chandana, ST.,M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b) 
NIP. 19680210 199803 1 001 
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